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Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang dalam membuat akta autentik memiliki peranan yang
penting dalam berbagai hubungan hukum. Namun, tidak jarang dalam menjalankan jabatannya, Notaris
melakukan kesalahan terkait akta yang dibuatnya. Hal ini sebagaimanaterjadi pada kasus dalam Putusan
Nomor 1092 K/Pdt.Sus-Pailit/2016. Dalam kasus ini, permasalahan dilatarbel akangi adanya kesalahan
Notaris dalam pembuatan akta, dimana seharusnyaia membuat akta Pinjam Meminjam, namun akta yang
dibuatnya justru akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJIB atas permintaan salah satu pihak. Kesalahan
pembuatan akta PPJB ini pada akhirnya menimbulkan masalah, ketika pihak pembeli dinyatakan pailit oleh
Pengadilan. Oleh karena akta PPJIB tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Jual Beli AJB sehingga
terjadi peralihan hak kepada pembeli, maka otomatis aset yang beralih tersebut menjadi boedel pailit.
Dimana peralihan hak tersebut tidak dikehendaki oleh pihak penjual. Tesis ini membahas mengenai
keabsahan dan kesesuaian akta PPJB yang dibuat oleh Notaris, serta bentuk tanggung jawab Notaris yang
dapat dilakukan atas kesalahan pembuatan akta tersebut. Tesisini dibuat dengan menggunakan metode
penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan melalui data tertulis
yang diperoleh melalui penelusuran literatur hukum dan kepustakaan, baik berdasarkan peraturan
perundang-undangan maupun literatur hukum lainnya. Dalam hal ini, akta PPJB yang dibuat oleh Notaris
adalah sah, namun tidak sesuai dengan maksud para pihak sehingga menimbulkan sejumlah kerugian. Oleh
karenaitu, Notaris bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut sehingga dapat dikenakan sanksi atau
tanggung jawab yang bersifat administratif sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta
tanggung jawab perdata dengan konstruksi perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365
KUHPerdata.
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The notary as a public officia authorities in making authentic deed has an important role in various legal
relationship. However, it is not uncommon in the exercise of his Office, the notary deed related errors. It is,
as occurred in the case of the Court Decision Number 1092 K Pdt. Sus Pailit 2016. In this case, the issue
backed by the presence of the notary deed in making mistakes, where he was supposed to make the deed of
Loan Borrowing, but the deed he made was Pre Sale and Purchase Agreement PSPA at the request of one
party. Thiserror, of making PSPA, ultimately cause problems when the buyer were declared bankrupt by the
Court. When the PSPA was followed by the Sale and Purchase Agreement SPA , automatically the assets
mentioned in the agreement become the assets of the bankrupt. Whereas, the selling of asset is not desired
by the seller. Thisthesis discusses about the validity and the conformity of the PSPA made by the notary, as
well as the form of Notarial responsibility that can be performed on the condition of error. Thisthesisis
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made by using the juridical normative research method with the data collection technique through the study
of librarianship through the written data obtained through a search of legal literature and librarianship,
whether based on rules legislation or other literature. In this case, the PSPA made by the notary isvalid, but
does not comply with the intent of the parties, which giving rise to a number of losses. Therefore, the Notary
is being held responsible for faults that may be subject to sanctions or administrative responsibility in
accordance with the legislation Office of the notary, aswell as civil liability with the construction deed
against the law in accordance with the provisions of article 1365 Indonesian Civil Code.



